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BAB I 

PELAKU MONEY LAUNDERING 

(SEBUAH PENGANTAR) 
 

A. Pendahuluan 

Hakekatnya manusia hidup untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepentingannya masing-masing, sedangkan 

hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi 

untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan 

tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. 

Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak 

sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-

kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta 

mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada. 

Segala bentuk tingkah laku yang menyimpang yang 

mengganggu serta merugikan dalam kehidupan 

bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai 

sikap dan perilaku jahat. Misalnya tindak pidana penipuan.  

Pada umumnya tindak pidana penipuan sudah  diatur 

dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana  dirumuskan 

Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat 

palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat 

menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan 

barang, uang atau kekayaannya.1 

                                                             
1Lihat Pasal 378 sampai dengan 394 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana.  
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Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan 

kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi 

materiil maupun yang bersifat immateriil yang menyangkut 

rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi 

kejahatan, namun kejahatan tidak pernah sirna dari muka 

bumi, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup 

manusia dan perkembangan tekhnologi yang semakin canggih 

sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan 

ragam kejahatan yang muncul. Kejahatan-kejahatan tersebut 

telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang 

sangat besar jumlahnya.  

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan 

atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung 

dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan 

karena apabila langsung digunakan, akan mudah dilacak oleh 

penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta 

kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih 

dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh 

dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan, 

terutama ke dalam sistem perbankan. Apalagi didukung oleh 

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi 

telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan 

termasuk sistem perbankan dengan menawarkan mekanisme 

lalu lintas dana dalam skala nasional maupun internasional 

dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.  

Keadaan demikian dapat dengan mudah dimanfaatkan 

oleh sebagian orang untuk menyembunyikan atau 

mengaburkan asal usul dana yang diperoleh dari hasil illegal 

yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pada 

umumnya perbuatan demikian merupakan dana dari hasil 

tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang 
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beberapa dekade ini mendapatkan perhatian ekstra dari 

dunia internasional, karena dimensi dan implikasinya yang 

melanggar batas-batas Negara.2 

Dampak yang dapat disebabkan oleh kedua tindak 

pidana tersebut di atas pun sangat besar bagi kelangsungan 

perekonomian, sosial dan budaya suatu bangsa. Sehingga 

tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh 

banyak kalangan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa 

(extra ordinary crime) sehingga keduanya mempunyai 

pengaturan khusus dalam sistem perundang-undangan. 

Bagaimanapun bentuknya, perbuatan-perbuatan pidana itu 

bersifat merugikan masyarakat dan anti sosial.3 

Pencucian uang (Money Laundering) adalah suatu 

upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan 

asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana 

melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta 

Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan 

yang sah/legal. Pendapat lain yang berkembang menyatakan 

bahwa money laundering adalah suatu cara atau proses untuk 

mengubah uang yang berasal dari sumber ilegal (haram) 

sehingga menjadi halal. Dalam Undang –undang Republik 

Indonesia Nomor. 8 tahun 2010 disebutkan bahwa Pencucian 

Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur –unsur 

tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang–

undang ini, dengan hasil tindakk pidana berupa harta 

kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagai 

mana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) yaitu: 

                                                             
2 Adrian Sutedi. Tindak Pidana Pencucian Uang, ctk. Pertama, PT. 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 1. 
3 Moeljatno,  Asas-asas Hukum Pidana, ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, 

Jakarta, 2008, hal. 3.  



 

| 4 

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang 

diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. 

penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. 

penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan 

migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang 

pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. 

kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. 

perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. 

penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. 

penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. 

prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang 

kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di 

bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak 

pidana lain yang diancam dengan pidana 

penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang 

dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut 

juga merupakan tindak pidana menurut hukum 

Indonesia. 

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta 

kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan 

berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit 

ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan 

leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk 

kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak 

pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan 

integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, 

melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan 
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Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.4 

Pencucian Uang umumnya dilakukan melalui tiga 

langkah tahapan: langkah pertama yakni uang/dana yang 

dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana/kejahatan 

diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan 

kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan  

dengan berbagai cara (tahap penempatan/placement); 

langkah kedua adalah melakukan transaksi keuangan yang 

kompleks, berlapis dan anonim dengan tujuan memisahkan 

hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening 

sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut yang 

dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal 

usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut (tahap 

pelapisan/layering); langkah ketiga (final) merupakan 

tahapan di mana pelaku memasukkan kembali dana yang 

sudah kabur asal usulnya ke dalam harta kekayaan yang telah 

tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke 

dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, 

dipergunakan untuk membiayai kegaiatan bisnis yang sah 

ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana 

(tahap integrasi).5 

Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang, di mana pencucian uang dibedakan dalam 

tiga tindak pidana:6 

                                                             
4 http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang diakses pada hari 

sabtu, jam. 5:32, tanggal 8 Maret 2014. 
5 http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang#cite_ref-2 diakses 

pada hari sabtu, jam. 5:32, tanggal 8 Maret 2014. 
6Pasal 4 dan 5 Undang –undang nomor 8 tahun 2010, “tentang 

tindak pidana pencucian uang “. 
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1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap 

Orang yang menempatkan, mentransfer, 

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 

menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar 

negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan 

uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain 

atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dengan tujuan menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul harta kekayaan. (Pasal 3 

UU RI No. 8 Tahun 2010). 

2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang 

dikenakan kepada setiap Orang yang menerima 

atau menguasai penempatan, pentransferan, 

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, 

penukaran, atau menggunakan harta kekayaan 

yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut 

dianggap juga sama dengan melakukan pencucian 

uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor 

yang melaksanakan kewajiban pelaporan 

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

(Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010). 

3. Dalam Pasal 4 UU RI No. 8/2010, dikenakan pula 

bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana 

pencucian uang yang dikenakan kepada setiap 

Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan 

asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan 

hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas 
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harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal 

ini pun dianggap sama dengan melakukan 

pencucian uang. 

Undang–undang Pencegahan dan pembrantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur 25 (dua puluh lima) 

tindak pidana asal (predicate crime) tindak pidana pencucian 

uang. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana 

diatur dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 8 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut:7 

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan 

yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; 

b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. 

penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan 

migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang 

pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. 

kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. 

perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. 

penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. 

penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. 

prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di 

bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan 

hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; 

atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan 

pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, 

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia atau di luar wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

tindak pidana tersebut juga merupakan tindak 

                                                             
7Undang –Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 

Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 2 
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pidana menurut hukum Indonesia.(2) Harta 

Kekayaan yang diketahui atau patut diduga 

akan digunakan dan/atau digunakan secara 

langsung atau tidak langsung untuk kegiatan 

terorisme, organisasi terorisme, atau teroris 

perseorangan disamakan sebagai hasil tindak 

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf n. 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan/PPATK (Indonesian Financial Transaction Reports 

and Analysis Center/INTRAC) sebagaimana dimandatkan 

dalam UU RI No. 8 Tahun 2010 adalah lembaga independen 

dibawah Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tugas 

mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang 

serta mempunyai fungsi sebagai berikut:8 

1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

Pencucian Uang; 

2. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh 

PPATK; 

3. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak 

Pelapor; dan 

4. analisis atau pemeriksaan laporan dan 

informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi 

tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak 

pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (1). 

Dalam pergaulan global di masyarakat internasional, 

PPATK dikenal sebagai Indonesian Financial Intelligence Unit 

yang merupakan unit intelijen keuangan dalam rezim Anti 

                                                             
8H. Juni Syafrien Jahja, Melawan Money Laundering, Mengenal, 

Mencegah dan Membrantas Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta Selatan 
Transmedia, 2012.) Hal. 15-16  
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Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme (AML/CFT 

Regime) di Indonesia. PPATK merupakan anggota dari ''The 

Egmont Group'' yakni suatu asosiasi lembaga FIU di seluruh 

dunia dalam rangka mewujudkan dunia internasional yang 

bersih dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan 

terorisme sesuai standar-standar terbaik internasional.9 

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian 

uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan 

menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan 

lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke 

berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, Financial 

Action Task Force (FATF) on Money Laundering telah 

mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran 

bagi setiap negara/jurisdiksi dalam pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak 

pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan Revised 40 

Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 

40+9) FATF, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor 

(Reporting Parties) yang mencakup pedagang permata dan 

perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor.10 

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian 

uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional 

melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas 

tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta 

kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi. 

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang 

dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana 

                                                             
9  http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang, diakses pada hari 

selasa, jam 4, tanggal 3 Juni 2014. 
10 http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang, diakses pada hari 

selasa, jam 4, tanggal 3 Juni 2014. 
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telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang 

positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari 

pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan 

kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur 

dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan 

penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga 

penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.11  

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum 

optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan 

yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya 

penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang 

tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya 

pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, 

sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta 

kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana 

Undang-Undang ini. Untuk memenuhi kepentingan nasional 

dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun 

Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

                                                             
11 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencucian_uang&action=edit&s
ection=4 diakses pada hari selasa, tanggal 25 Maret 2014, jam 16.30wib 
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Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain:12 

1. redefinisi pengertian hal yang terkait dengan 

tindak pidana pencucian uang; 

2. penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana 

pencucian uang; 

3. pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana 

dan sanksi administratif; 

4. pengukuhan penerapan prinsip mengenali 

Pengguna Jasa; 

5. perluasan Pihak Pelapor; 

6. penetapan mengenai jenis pelaporan oleh 

penyedia barang dan/atau jasa lainnya; 

7. penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan; 

8. pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor 

untuk menunda transaksi; 

9. perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan 

instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke 

luar daerah pabean; 

10. pemberian kewenangan kepada penyidik 

tindak pidana asal untuk menyidik dugaan 

tindak pidana pencucian uang; 

11. perluasan instansi yang berhak menerima hasil 

analisis atau pemeriksaan PPATK; 

12. penataan kembali kelembagaan PPATK; 

13. penambahan kewenangan PPATK, termasuk 

kewenangan untuk menghentikan sementara 

Transaksi; 

                                                             
12http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang diakses pada hari 

selasa, tanggal 25 Maret 2014, jam 16.30 wib  


